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PENDAHULUAN 

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam lcurun waktu 2004 - 2009 

meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berlcualitas 

melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan [}.158J' Sembilan 

Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang 

selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan. seperti masyarakat 

miskin. masyarakat yang linggal di daerah tcrpencil, masyarakat di daerah-<laerah 

kontlik, a tau pun masyarakat pcnyandang cacat. (Juknis BOS 2001: 07). 

Pelayanan pendidikan memcrlukan sumber daya manusia (SDM) yang 

berkualitas. Salah saw cara u.ntuk meningkalkan kualitas SDM tersebut adalab 

pcndidikan yang dilaksanakan secara sistematis dan terarah be1dasarkan 

lcepentingan yang mcngacu pada kemajuan ilmu pengetahuan dan tclcnologi 

(ll'TEK) dan dilandasi keimanan dan ketakwaan (rMT AQ). Pendidikan juga 

mcmberikan kontribusi yang san gat besar tcrhadap kcmajuan suatu bangsa karena 

masyarakat yang ccrdas akan memberi nuansa yang cerdas pula. 

Dalam era rcformasi, ditandai adanya beberapa perubaban dalam berhagai, 

bidang kehidupan termasuk dibidang pendidikan. Keinginan pemcrintal:t agar 

pengelolaan pendidikan diarahkan pada desentralisasi menin"kalkan partisipasi 

masyarakat secara aktif untuk merealisasikan otonomi daerah. Karena itu perlu 

kesiapan sekolah, yang memerlukan suatu program pengelolaan pcndidikan yang 

mcmberi keleluasaan kepada sekolah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai 

kcbijakan secara luas. 
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Pengclolaan pendidikan sangat memerlukan kcterbulcaan dan ke le luasaan 

sehingga diharapkan pendidikan dapat berjalan dengan ooik scsuai dengnn apa 

yang menjadi tujuan dari pendidikan tersebut. Pengelolaan pendidikan yang baik 

dapat dimulai dari manajemen yang diterapkan sesuai dengan kondisi dan situasi 

dari sekolah tersebuL Pendidikan pada tingkat dasar yang meliputi sekolah dasar 

dan sekolah lanjutan pertama yang diatur dalam Undang-Undang No 20 tahun 

2003 ter.tang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada pasal 6 

mengamanatkan bahwa setiap warga ncgara yang bcrusia 7 (tujuh) sampai dcngan 

15 (lima belas) tahun wajib untuk mengikuti pendidikan dasar. 

Koosckwensi dari amanat undang-undang terscbut malca pemerintah wajib 

memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat 

pendidikan dasar (SD/M I dan SMP!MTs serta satuan pendidikan yang sederajat) 

yang sedang menjalani pendidikan. Bagi anak yang usianya sama yaitu 7 sampai 

15 tahun yang tidalc bcrsekolah merupakan beben pemerintah juga, namun pada 

kenyataannya masih ada saja anak-anak pada usia terscbut tidak bcrsekolah 

dengan alasan yang beragam . 

. Kebijakan waj ib belajar pendidikan dasar sembilan tahun menetapkan 

bahwa penuntasan wajib belajar sembilan tahun harus tercapai selambat­

lambatnya tahun 2008 - 2009. Tolak ulrur kctuntasan tersebut ditetapkan bahwa 

pada tahun 2008 - 2009 minimal APK (Angka Partisipasi Kasar) SO mencapai 

95% secara nasional. (Juknis BOS. 2001 : 10). Berkaitan dengan'penuntasan wajib 

belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, berbagai upaya dan usaha telah 

dilakukan antara lain me lalui i11,1plementas i manajemen peningkatan mutu 

belbasis sckolah (MBS). 
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Pemerintah \~lah ~nyak melakukan ~pl!ya dalam 11!!lgk'!_ penun~ wajib 

belajar sembilan tahun, namun dalarn lcenyataannya mutu pcndidikan masih tetap 

rendah. Rendahnya mutu pcndidikan lercennin pada hasil belajar siswa yanll 

diukur dengan Ujian Nasional baik peds jcnjang Sekolah Dasar (SO), Sekolah 

Menengah Pcrtama (SMP), dan Seko lah Menengah Atas (~MA) serta yang, 

sederajal Bahkan untuk mata pclajaran Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi 

prest.asi belajar si.swa sangat rendah sehingga kurang mendukung pcngembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Bila dilihat dari pcmbentukan sikap, watak, dan 

kepribadian siswa temyata ~ndidikan belum menunjukkan hasil se_P.efti yang 

dihuapkan olch masyarakat. (Sriyanta, Thesis, 2007: 2). 

Harapan masyarakat terbadap P.CfUbahan peranan manajemen sekolah 

untuk mencapai lulusan yang berkualitas semakin mcngemuka dewasa ini. Narnun 

pada saat bersamaan temyata penerapan manajemen sekolah masib rendah 

terutama dalam hal pan:isipasi, transparansi dan akuntabilitas dari implementasi 

manajemen tersebut. Masih lemahnya manajemen sckolllb perlu disikapi dengan . . 

ketentuan untuk mengoptimalkan pcngelolaan lembaga pendidikan. Otonomi 

bidang pcndidikan yang menetapkan pembagian kewenangan pengelolaan bidang 

pendidikan secara lcbih baik untuk itulah sangat dipcrlukan manajcr sekolah yang 

p~fesional, krcdibel dan akuntabel dalam menjalankan pelaksanaan program 

pendidikan disekolah. Nur, M. Nasution (2001 : 16) mendefmisikan kualitas 

sebagai usaha atau upaya untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dari 

pengertian kualitas tersebut maka dapat dinyatakan bahwa lulusan sekolah dalam 

hal ini siswa harus memiliki kemarnpuan yang baik artinya harus memiliki 

kualitas. 

' 
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Sckola h sc;t>agai institusi ( lembag.a) pendidikan mc;ru~ tempat c!_imana 

proses pendidikan secara formal dilakukan, memiliki s istem yang kompleks dan 

dinamis. Pada proses selanjutnya sekolah adalah tempat yang bukan hany~ 

sekedat tempat berkumpul antara guru dan murid saja, mclainkan berada pada 

satu tatanan yang rum it dan sating berkaitan. Oleh karena itu sekolah dipandang 

sebagai suatu organisasi yang membutuhkan pengelolaan yang lebih profesional. 

Semua jenjang peodidikan. tidak bisa dikelola dengan asal jadi atau hanya 

semaunya saja. Sarna halnya j ika lembaga pendidikan hanya d ikelola dengan eara 

rutinitas saja. Akan, tetapi untuk menuju sekolah yang berhasil atau cfcktif dan 

teljadi peningkatan mutu diperlukan kepala sckolah yang mampu memunculkan 

tcrobosan-terobosan baru guna meng<11>timalkan sumber daya organisasi 

pcndidikan yang dimiliki dengan dukungan kemampuan menjalankan 

kepcmimpinan pcndidikan secara cfektif. Tuntutan tcrsebut pcnting sekali untuk 

dipenuhi seitingga sckolah menjadi efektif dalam membina siswa dan pada 

akhimya akan menghasilkan lulusan yang berkualitas. 

Upaya meoinglcatkan mutu lulusan pcndidikan, dan untuk menata kembali 

sistem manajcmen sckolah daJam kontcks pcmbangunan di bidang pendidikan 

diperlukan suatu sistem pcrsekolahan yang mampu memberikan kemampuan 

dasar bagi siswa yang dilakukan melalui konsep M anajemen Berbasis Sckolah' 

atau yang disebut dengan MBS. Konscp MBS yang dalam bahasa lnggris discbut 

dengan School Based Management, pcrtama sckali muncul dl ncgara Amerika 

Scrikat yang taw belakangnya diawali dcngan mun<:ulnya pcrtanyaan masyarakat 

tcn.tang apa ya:tg dapal diberikan sekolab kepada masyarnl<at dan juga apa 

relevansi dan k.orelasi pendidikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. 
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Q! negara-n<;gar.~ l'!in, Manajemen Ber-basis ~ko1ah telah terbukti 

kcefelct.ifannya dalam mcoinglcatbn kualitas pendidikan atau sckolah. Dan 

banyak pcnelitian sccara konkl~if mendulcung rasionalitas cf~lctivitas 

penggunaan Manajemen Ocrbasis Sckolah (MBS) antara lain: Amundson (1984), 

Bum dan Howers (1989), David dan Peterson (1984), English (1989), Levine dan 

Eubank ( 1990), Linde low dan Heyndcrickx ( 1989), Malen, Ogawa dan Kranz 

(1990), ~uerger (1985), Majkowski~ Fleming (1989) serta White (1989). 

Berbagai hasil penelitian mereka mendukung bagi diternpkannya manajemen 

berbasis ~kolah. (Juknis MBS, 2000: 06). 

Rintisan program MBS di Indonesia scndiri Ielah beljalan sclama tiga 

~un yan_g dimulai ~jak t8hun pembelajaran 1999 - 2000 dan scharusnya hingga 

saat ini program tersebut masih tetap terlaksana. PoJa MBS kelak diternpkan oleh 

scluruh sekolah, diman~ dal.am hal ini menurut Undang-undang nomor 25 Tahun 

2000 tentang Program Pcmbangunan Nasional (Propenas) secara jelas 

menyebutkan bahwa MBS merupakan pola pembinaan sckolahllembaga . -

pendidikan di Indonesia. 

Artinya prinsip-prinsip MBS dilwapkan dapat diterapkan pada semua 

sckolah, tanpa dikaitkan dengan dana inscntif yang diberikan kepada sekolah. Saat 

ini yang terlaksana dari MBS adalah adallya kewenangan kepala sekolah dalam 

pengelolan program dan pendanaan yang bekeljasama dengan komite sckolah. 

Terdapat lima prinsip yang harus dikembangkan berlcaitan dengan pelaksanaan 

MBS, yaitu: ( I) prinsip kepemimpinan yang mantap; (2} harapan yang tinggi dan 

penamP.ilan siswa; {3) mengutamakan dasar lceukapen; (4) penugasan dan 

pengawasan yang tepa!; (5) tinglcat evaluasi penampilan siswa. 

. 
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Model MllS yang efektif dapat !ll~ml;lerikl)_n be0011!pl) k~'!nt~ngan seperti: 

(I) kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada 

siswa, orang tua siswa dan guru; (2) membawa manfaat sumber daya lokal secal1! 

optimal; (3) keefektifan melakukan pembinaan peserta didik, seperti kehad iran, 

hasil belajar. tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru dan iklim - . . 

sekolah; (4) adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, 

memberdayakan guru. manajemen sekolah, rancans ulang sekolah dan perubahan 

pereneanaan. 

Dengan demikian keefektifan MBS aican dapat terwujud j ika saja 

pengelola pendidikan mampu memberdayakan stakeholders dalam mCIICiltukan 

kebijakan pengadministrasian dan inovasi kurikulum yan_g dilakukan sekolah. 

Penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) sebagai altematif pemberdayaan 

sekolah adalah karena model ini merupakan wujud reformasi pendidikan yang 

pada prinsipoya MBS bertumpu pada sekolah dan masyarakat serta jauh dati 

birokrasi yang sentralistik_. Artinya model ini berpotensi untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi dan manjemen yang bertumpu pada 

tingkat sekolah, guru dan administrator yang profesional. 

Disekolah dasar konsep MBS juga tidak dapat d iabaikan begitu saja 

. 
karena sekolah dasar merupakan satuan pendidikan yang juga menyclenggarakan 

pendidikan selama enam tahun dan j uga merupakan bagian dari pendidikan dasar. 

Didalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tlihun 1990 tentang 

Pendidikan Dasar disebutkan bahwa pendidikan dasar merupakan pend idikan 

dasar sembilan tahun, terdiri atas program pendidikan enam tahun di Sckolah 

Dasar dan program pendidikan tiga !2.hun di Sekolah Mencngah Pertama. 
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Dengan demikian sekolah dasnr merupalcan salah satu bcntuk satuan 

pendidikan pada pendidikan dasar. Dalam penelitian ini peneliti akan 

memfokuskan pembahasan pada bagaimana implementasi manajemen berbasis 

sekolah (MBS) di sekolah dasar tepatnya di sekolah dasar negeri 020263 Kota 

Binjai. Disisi lain, studi pendahuluan yang dilakukan olch peneliti berkaitan 

dengan pelaksanaan implementasi manajcmen bertasis sdtolah di Sekolah Dasar 

(SD) Negeri 020263 tersebut yang merupakan salah satu j enjang pen<!_idikan pada 

pendidikan dasar yang beralamat di Jalan Sisangamangaraja No. 19 keeamatan 

Binjai Utara Kota Binjai merupakan salah satu sekolah yang mencoba untuk 

mengimplementasikan manajemen berb&sis sekolah (MPMBS) kurang maksimal. 

~I? Negeri 0~0263 yang dulunya l~bih dikenal dengan SD 13 memiliki 

peljalanan yang panjang berkaitan dengan manajemen pelaksanaan pembelajaran 

hingga saat ini. Keadaan yang berkembang menunjukkan bahwa implcmen~i 

manajemen berbasis sekolah yang di SD Negeri 020263 tcnebut masih sangat 

per1u untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti. Hal ini dapat dilihat dari kepala 

sekolah yang seharusnya memiliki wcwenang penuh untuk sccara aktif serta 

mandiri mengembangkan dan melakukan ~rbagai program peningkatan mutu 

pendidikan sesuai dengan kebutuhan sckolah sendiri tetapi masih belum 

sepenuhnya dapat mencrapkan konsep MBS terutama berkaitan dengan 

komponen-komponen sekolah yang harus dikelo la dengan baik dalam rangka 

MBS tersebut yaitu kurikulum dan program pengajaran, teruiga kependidikan, 

kesiswaan, kcuangan, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan hubungan 

sekolah dan masyarakat serta manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan. 

• 
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H~l l~_i nnya d~~t qilihat l~"!lama dalam manajemen kesiswaan, untl!k 

pencntuan daya tampung dan percncanaan penerimaan siswa baru kepala sekolah 

harus lebih dahulu membuat ~ulan daya tampung siswa yang ditujukan ke difW! 

pendidikan setempat untuk mendapatkan persetujuan agar dapat dilaksanakan. 

Berdasarlcan keadaaan peljalanan manajemen di SO Negeri 020263 hingga saat 

inilah yang menimbulkan ketertarikan peneliti untuk mclihat sejauhmana 

impc:l~ntasi manaje~n berilasis sekolah dapat meningkatkan mutu 

penyclenggaraan pelayanan pendidikan. 

Berdasarl<an penelitian pcndahuluan (grand tour) di SO Negcri 020263 

Kecamatan Binjai Utara KOla Binjai diperoleh infonnasi bahwa sekolah lersebut 

telah melaksanakan implementasi manajcmen berbasis sekolah dimana dalam 

prosesnya kurang oplimal. l!ntuk itulah peneliti merasa tertarik untuk meneliti 

tentang lmplementasi Manajemen Berbasis Seko.lah dalam P~ningkatan Mutu 

Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Oasar Negeri 020263 Kota Binjai. 

B. Fokus PenelitlaD 

Oari uraian pada Jatar belakang masalah. tampak bahwa adanya 

implcmentasi manajcmen peningkatan mutu berilasis sckolah yang dilaksanakan 

di SO Negeri 020263 Kota Binjai, dimana pada jenjang pendidikan dasar disebut 

sangat banyak persoalan-persoalan yang muncul. Berdasarkan pemikiran tersebut. 

penelitian ini difokuskan pada masalah "lmplcmentasi Manajcmen Berbasis 

Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pcnyclenggaraan Pcndidikan di SO Negcri 

020263 Keeamatan Binjai Utara KOla Binjai". 
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C. Rumusan f eoelitian 

Foi.."Us masatah penelitian yang telah dirumuskan tersebut memun<:Uikan 

perm~ahan sccara umum yaitu fiagaimanakah lmplemc;ntasi Manajeme~ 

Berbasis Sekolah dalam Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidik.an di SO 

Negeri 020263 K~camatan Binjai Utara Kota Binjai?. Dari pennasalahan umum 

maka memunculk.an beberapa pertanyaan penelitian .;ebagai berikut: 

1. Bagaimanakah partisipasi watga sekolah ~r.yusu~ ~nc;anaan program 

pembelajaran di sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah 

di SD 020263 ? 

2. Bagaimana transparansi penyusunan pereocanaan program pembelajaran 

dalam implemc;ntasi manajemen berba5i~ se"kolah di SO 020263 ? 

3. Bagaimanakah akuntabilitas penyusunan dan implcmentasi peren<:anaan 

program pembelajaran di sekolah dalam manajemen berbasis sekolah di 

S0020253 ? 

4. Bagaimana implementasi perencanaan program pembelajaran dalam 

manajemen betbasis sekolah di SO Negeri 020263 ? 

D. Tujuan Peaelitiaa 

Secara umum tujuan dati penelitian adalah untuk memperoleh gambaran 

yang kongkrit mengcnai lmplementasi Manajemen Mutu llerbasis Sekolah (MBS) 

dalam Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendid ikan di SD Negeri 020263 

Keeamatan Binjai Utara Kota Binjai. 
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Sc;c~ k.hi!SUS pem;li~ian ini bertuj'!_an '!Otuk : 

I. Mcngelahui partisipasi warga sekolah dalam menyusun perencanaan 

program pembelajaran dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di 

SD020263. 

2. Mengelahui transparansi penyusunan perencanaan program pembelajaran 

dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di SO 020263. 

3. Akuntabilitas penyusunan dan implementasi p«?TCncanaan program 

pembelaj~m~~ dalam implementasi manajernen berbasis sekolah di SO 

020263. 

4. Akuntabilitas implemcntasi perencanaan program pembelajaran dalam 

manajemeo berbasis sekolah di SD 020263. 

E. M .. raat Penelitiaa 

Temuan penelitian ini diharapkan bennanfaat secara teoritis dan praktis. 

I. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam 

rangka pengembangan implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS). 

Disamping itu, akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu 

pendidikan pada umumnya dan ilmu adminisllaSi pendidikan pada khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikaD manfaat praktis 

sebagai berilrut: 
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a. S~bagl!_i b~_han m~u~.n bagi sekolah umuk membenahi kualitas 

Penyclenggaraan pcndidikan mcl.alui implementasi manajcmcn bertlasis 

sekolah (M~S), 

b. Sebagai bahan pcrtimbang;m bagi stakeholders ( dinas pcndidikan, pihak 

sek:.olah, dan masyarakat) untuk meningkalkan hubungan kcljasama antar 

sekolah dan masyarakat dalam pcnyclenggaraan pcndidikan disekolah, 

c. Sc;~gai bahan masukan bagi pihak pengclola pcndidikan di Kota Binjai untuk 

mcngoptimalkan sosialisasi implemeotasi manajcmen berbasis sekolab dalam 

usaha untuk menin~Wl kualitas pclayanan pcnyelenggaraan pcndidikan 

disekolab. 

F. ~tasaa lstilall 

Batasan istilab yang digunakan dalam pcnclitian ini adalah sebagai 

berikul 

I. Jmplcmenta~i adalah pelak_sanaan program Manajcmen Berbasis Sekolab. 

2. Manajemen Bcrbasis Sckotah adalab proses manajemeo sekolah yang 

diarahkan pada pcoingkatan mutu pcndidikan secara otonomi 

direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi dengan mclibalkan semua 

stakeholders se"olab. 

3. Mutu Pendidikan adalab tingkal kctercapaian baik itu dari penyclenggara 

pendidikan atau pcrserta didik akan mutu lulusan yang Ielah ditentukan 

dalan1 standar petayanan minimal (SPM) yang meliputi pcmcnuhWl akan 

tujuan penyelenggaraan. standar kompctensi, kurikulum, Peserta didik. 

jurnlah dan kualifiicasi kepala sekolab, guru. sarana dan prasarana.. 
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organisa.si seko l.ah , pembiay~ penqidi~, man~<;men ~kol~ d:!:n 

peran serta masyarakat. 

4. Sekolah Dasar adal.ah suatu lemllaga tx;ndidikan yang m.enge~ban misi 

tertcntu d.an mclakukan proses edukasi, proses sosialisasi dan proses 

transfonnasi anak didik untuk. mengantarkan mereka pada jenjang 

pendidikan lanjutan. 

5. Program Sekolah adalah serangkaian rancang~ kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada pelaksanaan pendidikan di suatu se)<.olah dalam hal ini 

hanyalah .,ada program pembelajaran saja. 


